BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR Il TAHUN 2018

TENTANG
KODE ETIK AUDITOR DAN PENGAWASAN PENYELENGGARA
URUSAN PEMERINTAHAAN DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

Meninbang ;. a. bahwa berdasarkan Peratluran Pemnerinlabi Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Pasal 52 avat (3) bahwa kode etik
aparat pengawasan intern pemerintah disusun oleh
organisasi profesi auditor dengan mengacu pada
pedoman yang ditetapkan pemerintah, maka
Inspektorat Kabupaten Melawi berkewajiban
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mclakukan pcmbinaan sccara berkclanju
simultan kepada aparaturnya khususnya terhadap
para Auditor dan Pengawasan Penyelenggara

Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);

b. bahwa scsuai dcngan proicsionalitas tugasnya,
Auditor dan P2UPD dituntut untuk jujur,
berdedikasi, bertangoungiawab, dan senantiasa
mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral
yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya
peningkatan kinerja pengawasan;

bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan Kode Etik Auditor
dan P2UPD di Lingkungan Inspektorat Kabupaten
Melawi dengan Peraturan Bupati Melawi ;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mclawi dan Kabupaten
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4344);

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Temhar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5494,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri ...



8. Peraturan Menteri

Negara
Pendayagunaan Aparatur NP;)Q ra
Nomor PER/O4/M.PAN/O3/2008

Tentang Kode Etik A
% parat Pernigaw:
Intern Pemerintah; Bawas

9. Peraturan Bupati Melawi Nomor 38
Tahun 2016 tentang  Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat;

10.Keputusan  AAIPI  Nomor KEP-
005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April
2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik
Auditor Intern Pemerintah Indonesia,
Standar Audit Intern Pemerintah
Indonesia, dan Pedoman Telaah
Sejawat Auditor Intern Pemerintah
Indonesia  yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

MEMUTUSKAN :

denetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK AUDITOR
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PEMERINTAHAAN DAERAH D1 LINGKUNGCAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MELAWI

BAB I
KETENTUAN UMUN

s RO §4

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Melawi.

Bupati adalah Bupati Melawi.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Melawi.

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Melawi.

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk

menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Auditor dan P2UPD selaku Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP} adalah orang vang karena
jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas
nama Kepala Daerah.
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8. Kode Etik Auditor dan P2UPD adalah aturan perilaku
yang diberlakukan dalam suatn kelompok profesi di
: < W L Y it % Las
lingkungan Inspektorat.

BARB I
MARSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
() Maksud ditetapkannva Kode Ftik Aunditor dan P2renm
di lingkungan tnspektorat vaitu membentuk jati dic
Auditor dan P2UPD yang mempunyai etika moral vang
tnggl dalam  melaksanakan  tugas dan atau dalam
prilaku sehact haet,

@ Tujuan ditetapkannya Kode Bk Aaditor dan 20D
yattu untuke dapat digunakan oleh Anddor dan P20en
schapgndl  acuan dalam melaksanakan tugas dan
herprilaka schart han sehingsa dapat

mentmbuhkembangkan cdra peagawasan,
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Bagian Pertama
Internal

Pasal 5

betzf‘i.pl.Audzthr dan P2UPD berkewajiban mampu untuk
:ggf)a\fnfcﬁi nzamgbantara Auditor dan P2UPD (team
o yally duandast keterbukaan, dan akal sehat dengan
selalu . mengedepankan kepentingan umum  diatas
kepentingan pribadi maupun golongan melalui perilaku :

Saling percaya;

Dapat berkomunikasi;

Menghargai dan menghormati;

. Mengendalikan diri dan memiliki toleransi;

Saling mengingatkan dalam nuansa kebersamaan dan

memupuk manfaat saling koreksi serta Kritik yang

konstruktif;

f. Saling memberi dan dapat menjadi motivator bagi yang
lainnya dalam wmeningkatkan kinerja individual
maupun kolektif;

g. Saling memberi dan dapat menjadi motivator bagi yang
lainnya dalam meningkatkan kinerja individual
maupun Kolektif;

h. Saling berbagi informasi tentang obyektifitas kondisi
Obyek pengawasan;

i. Saling memahami kelemahan dan kelebihan masing-
masing secara arif.
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Paragraf 1
Auditor, P2UPD dan Ohyek Pengawasan

Pasal 6

(1) Seuap Auditor dan P2UPD dituntut untuk mampu
menjalin komunikasi dengan Interaktif dengan Obyek
Pengawasan melalui perilaku :

a. Santun;

b. Simpatik; | :

c. Menempatkan Obyek Pengawgsan sebagat ' m;tra
kerja yang dalam aplikasi individual memperhatikan
kcduriukan, pangkat / geolongan, umur dan ﬁtm!;
manusia  secara pmporsional namun tida

menghambat kelancaran tugas,

d. Mampu ..



d. Mampu secara b
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sehagai unsur penghambat penvelesajan tugas tepat

waktu,
21D . vy s 2
( ;Aflgm mencxp}fikgn iklim kerja yang sehat, setiap
uditor dan P2UPD berkewajiban -
a. Menjoga  independensi terhadap
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kekeluargaan, kolegial, oOrganisasi atau hubungan

lainnya;
b. Menyampaikan secara santun setiap temuan dan
atau permasalahan serta menetapkan

. ;
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proporsicnastas xetentuan perundangan sebagai

acuan dasar secara obvektif dan rasional;

c. Menghindari upaya meminta/mencari informasi
diluar konteks pelaksanaan tugas;

d. Tidak menjadikan Obyek Pengawasan sebagai
sumber untuk berbagai kepentingan yang sama
sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan
tugas,

e. Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan atau

hasil auditan kepada pihak lain vang tidak ada

hubungannya dengan pelaksanaan tugas sexalipun
masih dalam satu institusi yang sama;

Dalam hatagan tertentu vang secara normatif tidak

bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas,

Auditor dan P2UPD dapat memberikan masukan

yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong

dan/atau memberikan motivasi penyelesaian
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masalah yang timbu! dalam peke

rjaan;

g Menghindari permintaan pelayanan/fasilitas untuk

vepentingan kolektif apalagi bersifat pribadi di luar

konteks pelaksanaan rugas.

Paragraf 2
Hubungan dengan Masyarakat

Pasal 7
(1v Anditor dan P2UPD senantiasa harus tanggap dalam
mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembax?g dan
muncul dari masyarakat sepanjang penyampaiannva
berbeda dalam koridor ketentuan yang berlaku.
(2) Pemberian tanggapan, bimbingan dan bamgan kepada
i dilalnikan secara arif tanpa
dan tanggungiawab

1 4
masgyarakat

mengakibatkan batas kewenangan
yang dimiliki.

Bagian ketiga ..



Bagian Ketiga
Etika Auditor dan P2UPD secara Individ
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Pasal 8

(1) Setiap Auditor dan P2UPD dituntut untuk selalu
menaati peraturan perundang-undangan yang berlaky
dalam  melaksanakan tugasnya dengan penuh

Léd it

pengabdian, kesadaran dan tanggungiawab melalui

perilaku :

a. Mampu memberikan keteladanan kepada semua
pthak dalam segala aspek khususnya dalam hal

ketaatan memenuhi (etentuan perundang
undangan;

b. Tidak pernah mereduksi, melampaui dan serta
melanggar batas tanggungjawab dan kewenangan
yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang
dimaksud dalam Surat Perintah,/Surat Tugas:

c. Tidak berpengaruh terhadap Kkepentingan pribadi
dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas
audit;

d. Menghindari semua perbuatan tercela yang
hertentangan dengan norma peraturan perundang
undangan dan kaidah agama serta normu
kehidupan bermasyarakat.

(2) Auditor dan P2UPD berkewajiban memiliki :

a. komitmen.integritas dan dedikast terhadap setiap
pelaksanaan tugas,

b. Memegang teguh sumpah dan jamgi PNS termasuk
kedalamnya memegang teguh rahasia;

c. Motivasi  tinggl  untuk  selalu meningkatkan
kemampuan dan keterampilan;

d. Kesiapan mental profesional mengikutt  setap
pelaksanaan tugas termasuk kedalamnya mengikun
program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkam;

e. Harus mengungkap semua fakta wmaterial yvang
diketahui dalam sctiap pelaksanaan tugas audin

f. Daya tahan yang prima dalam menghadapi hrrt\z\a;-:i
tantangan permasalahan de xldm penugasan melalu
Kemampuan menemuka solhust pemecahan

masalah.

Ragtan Aeempat .



Bagian Keempat
Penampilan

Pasal 9

L)isgmping keharusan untuk selalu tampil santun dan
wajar, pada saat melaksanakan tugas objek pengawasan
setiap Auditor dan P2UPD diwajibkan berpenampilan rapi
dan simpatik serta memakai tanda pengenal.

BAB VI
SANKSI

Pasal 10

Setiap Auditor dan P2UPD yang secara nyata melanggar
dan atau tidak memenuhi sebagian atau seluruh
ketentuan tentang Kode Etik Auditor dan P2UPD dapat
dikenakan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap
ketentuan Kode Etik Auditor dan P2UPD adalah pejabat
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah No 53 Tahun 2010 dan peraturan
perundangan-undangan lainnya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
Kode Etik Auditor dan P2UPD merupakan tanggungjawab
Inspelktur Kabupaten Melawi.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
ilal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih
lanjut oleh Inspektur Kabupaten Melawi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 ...



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai
. al  berlaku ’ )
diundangkan. pada tanggal

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 gume 2018

"BUPATI MELAWI
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Diundangkan di Nanga ?inoh
pada tanggal 28 Jum 2018
/\( SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

v
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ABUPATEN MELAWI TAHUN 2018 NOMOR M

BERITA DAERAH



